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This study addresses the issue of post-divorce maintenance in Islamic
law and national regulations in Indonesia, which is a significant
concern for the protection of women's and children's rights after
divorce. The research problem focuses on how the concept of post-
divorce maintenance is regulated in Islamic law and the
implementation of national regulations related to this maintenance.
The aim of the research is to analyze the components of post-divorce

maintenance, including mut’ ah, iddah maintenance, and child
support, as well as to evaluate the weaknesses and gaps in the existing
laws. The method employed is library research, collecting and
analyzing legal literature, official documents, and previous studies.
The findings indicate that although there are clear provisions in the
Compilation of Islamic Law and the Marriage Law, the
implementation of these laws is often inconsistent, leaving many
women without their rights. This study recommends the need for
legal reform and increased legal awareness among women to ensure
the protection of their rights post-divorce.
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Penelitian ini membahas isu nafkah pasca talak dalam hukum Islam
dan regulasi nasional di Indonesia, yang menjadi masalah penting
dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian.
Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana konsep nafkah
pasca talak diatur dalam hukum Islam dan bagaimana implementasi
regulasi nasional terkait nafkah ini. Tujuan penelitian adalah untuk
menganalisis komponen nafkah pasca talak, termasuk mut ah,
nafkah iddah, dan nafkah anak, serta mengevaluasi kelemahan dan
kekosongan hukum yang ada. Metode yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis
literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian sebelumnya. Temuan
penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan yang
jelas  dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
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Perkawinan, implementasi hukum sering kali tidak konsisten, dan
banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak mereka.
Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi hukum dan
peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan untuk
memastikan perlindungan hak-hak mereka pasca perceraian.

Copyright© 2025 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Praktik perceraian, atau talak, di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin
umum dalam beberapa dekade terakhir. Data menunjukkan bahwa angka perceraian terus
meningkat, mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Dalam
konteks ini, talak tidak hanya menjadi akhir dari sebuah ikatan pernikahan, tetapi juga
memunculkan berbagai masalah baru, terutama bagi perempuan. Dalam banyak kasus,
perempuan yang bercerai sering kali menghadapi tantangan yang signifikan, baik secara
emosional maupun finansial (Ramlah, 2018; Ula et al., 2020; Lili Hidayati, 2021)

Dampak sosial-ekonomi terhadap perempuan pasca talak sangatlah kompleks.
Banyak perempuan yang sebelumnya bergantung pada pasangan mereka untuk memenuhi
kebutuhan hidup, mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian ekonomi setelah
perceraian (Maimun, 2022). Keterbatasan akses terhadap sumber daya, peketjaan, dan
dukungan sosial sering kali memperburuk situasi mereka. Hal ini menciptakan kondisi di
mana perempuan harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan kehidupan yang layak,
sering kali tanpa dukungan yang memadai dari mantan suami (Noeralamsyah, 2023; Fauzi
& Arifin, 2024).

Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak juga dapat dilihat dari
distribusi tanggung jawab nafkah yang tidak proporsional. Dalam banyak kasus, hukum
yang ada tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi perempuan untuk mendapatkan
nafkah yang adil setelah perceraian. Sering kali, mantan suami tidak memenuhi kewajiban
nafkah, atau jumlah yang diberikan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Ketidakadilan ini menciptakan kesenjangan yang semakin lebar antara perempuan dan laki-
laki dalam hal kesejahteraan ekonomi (Susanti et al., 2023).

Isu nafkah pasca talak merupakan salah satu tema sentral dalam studi hukum keluarga
Islam, terutama dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi bagi perempuan. Sejumlah
penelitian sebelumnya telah membahas dimensi normatif dan implementatif dari kewajiban
nafkah terhadap istri yang telah bercerai. Namun, pendekatan yang digunakan umumnya

masih terfokus pada aspek legal-formal dan belum sepenuhnya mengintegrasikan analisis
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sosiologis terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak. Kajian yang
mendalam terhadap relasi antara teks hukum, pelaksanaannya, dan realitas sosial yang
dihadapi perempuan masith menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan literatur
hukum keluarga Islam kontemporer.

Penelitian Nasriah (2020) dalam Journal of Lex Philosophy menjadi salah satu kajian
yang relevan dalam konteks ini. Dalam penelitiannya, Nasriah menyoroti bagaimana sistem
hukum di Indonesia merespons hak-hak ekonomi perempuan pasca perceraian. Penelitian
ini menekankan perlunya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian nafkah, namun
belum mengaitkannya secara langsung dengan ketimpangan ckonomi struktural yang
seringkali dialami oleh perempuan. Pendekatan yang digunakan masih terbatas pada tataran
yuridis-normatif, tanpa menelusuri lebih dalam faktor-faktor sosial yang menghambat
realisasi hak tersebut (Nasriah et al., 2020).

Sementara itu, penelitian Susi Susanti (2023) dalam jurnal S#/oh mengangkat tanggung
jawab suami dalam memberikan naftkah kepada istri selama masa tunggu (iddah) di
Kabupaten Bener Meriah. Studi ini memberikan gambaran empirik mengenai pelaksanaan
kewajiban tersebut di tingkat lokal. Meski demikian, fokus utamanya lebih pada dimensi
kewajiban laki-laki dan belum secara khusus menelaah bagaimana perempuan sebagai pihak
penerima mengalami dampak ekonomi yang berkelanjutan pasca talak, terutama dalam
konteks relasi kuasa ekonomi antara mantan suami dan istri (Susanti et al., 2023). Kajian
yang dilakukan oleh R. Widodo (2022) melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri
Tangerang juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan dapat muncul dalam praktik
peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim sering kali tidak memberikan
pertimbangan yang cukup terhadap kondisi ekonomi perempuan pasca perceraian.
Meskipun kajian ini memberikan kritik terhadap argumentasi hukum dalam putusan, aspek
sosiologis dari penderitaan ekonomi perempuan belum menjadi bagian dari pembacaan
kritis tersebut. Penekanan lebih banyak diberikan pada kelemahan pertimbangan yuridis
formal, bukan pada ketidakadilan yang dialami subjek hukum perempuan dalam konteks
sosialnya (Widodo, 2022).

Penelitian Khairuddin (2020) mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan
nafkah pasca perceraian melalui studi atas putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh. Penelitian ini
menjadi signifikan karena berusaha menelaah logika hukum hakim berdasarkan prinsip
perlindungan dalam hukum Islam. Akan tetapi, pendekatannya masih dominan normatif

dan belum melibatkan perangkat analisis sosiologis dalam menilai seberapa besar keputusan
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hakim mampu menjawab persoalan ketimpangan ekonomi antara mantan suami dan istri
(Khairuddin et al., 2020).

Secara lebih komprehensif, Bahrul Falah dkk. (2024) dalam studinya yang bersifat
komparatif menguraikan bagaimana ketimpangan hak ekonomi perempuan pasca talak
terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara Muslim lain seperti Turki dan
Yaman Selatan. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa faktor politik dan sejarah turut
membentuk bias struktural terthadap perempuan dalam hukum keluarga. Meskipun relevan,
pendekatan lintas negara ini belum mengupas secara rinci relasi mikro antara norma hukum
dan pengalaman perempuan di tingkat lokal, yang justru menjadi titik sentral dalam kajian
sosiologis hukum (Falah et al., 2024).

Penelitian Mansari & Moriyanti (2019) menjadi satu-satunya studi yang secara
eksplisit menyoroti sensitivitas hakim terhadap isu nafkah istri pasca perceraian. Dalam
konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipadukan dengan sensitivitas gender dalam
melihat bagaimana hakim scharusnya bersikap dalam melindungi hak-hak ekonomi
perempuan (Mansari & Moriyanti, 2019). Meskipun demikian, studi ini masih belum
menyajikan kerangka sosiologis yang sistematis untuk menganalisis bagaimana ketimpangan
ekonomi memengaruhi penerimaan atau penolakan nafkah oleh perempuan pasca talak.
Dari keseluruhan studi tersebut, terlihat bahwa terdapat celah penting yang belum banyak
disentuh, yaitu penggabungan pendekatan normatif hukum Islam dengan analisis sosiologis
yang tajam terhadap ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan setelah perceraian.
Ketimpangan ini tidak hanya bersumber dari ketidaktegasan hukum, tetapi juga dari
ketimpangan relasi kuasa, rendahnya akses ekonomi, dan minimnya sensitivitas sosial
terhadap beban ganda yang dihadapi perempuan.

Penelitian terdahulu telah mengungkapkan berbagai aspek mengenai perceraian dan
dampaknya terhadap perempuan, namun masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai
ketimpangan ekonomi yang spesifik akibat ketidakadilan dalam distribusi nafkah. Penelitian
ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara normatif dan
sosiologis hak nafkah pasca talak, serta dampaknya terhadap perempuan. Rumusan masalah
yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup: Apa saja faktor yang menyebabkan
ketimpangan ekonomi bagi perempuan pasca talak? Bagaimana hukum yang ada dapat
diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan?

Argumentasi penelitian ini berfokus pada pentingnya reformasi hukum yang lebih

responsif terhadap kebutuhan perempuan, serta perlunya pendekatan yang lebih holistik
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dalam memahami dampak sosial-ekonomi dari perceraian. Dengan demikian, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan kebijakan

yang lebih adil dan berkelanjutan bagi perempuan pasca talak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk
mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan mengenai nafkah pasca talak
dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Metode ini dipilih karena fokus penelitian
terletak pada analisis konsep hukum dan regulasi yang dapat diperoleh melalui kajian
literatur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur hukum, termasuk
buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum Islam, nafkah pasca talak,
serta regulasi terkait di Indonesia. Sumber-sumber ini mencakup karya-karya ulama klasik
dan kontemporer, serta penelitian sebelumnya yang relevan. Selain itu, Kompilasi Hukum
Islam (KHI) menjadi salah satu dokumen resmi yang mengatur hukum keluarga Islam di
Indonesia. KHI berfungsi sebagai acuan dalam analisis regulasi nafkah pasca perceraian.
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga menjadi sumber penting dalam
penelitian ini, mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, studi pustaka
dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca literatur yang relevan. Proses ini
mencakup buku, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan nafkah pasca talak.
Selanjutnya, katalogisasi sumber dilakukan untuk mengorganisir sumber-sumber yang telah
dikumpulkan berdasarkan tema dan sub-tema yang relevan, seperti mut’ah, nafkah iddah,
nafkah anak, dan regulasi nasional (Agustina, 2023).

Analisis konten dilakukan terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Tujuan
dari analisis ini adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan perbedaan pandangan yang
ada. Evaluasi terhadap kelemahan dan kekosongan hukum dalam regulasi nafkah pasca
petceraian juga menjadi bagian dari analisis ini.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan konsep nafkah
pasca talak dalam hukum Islam dan regulasi nasional. Penelitian ini juga menganalisis

pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai natkah pasca talak, serta mengevaluasi
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regulasi yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekosongan hukum dalam
menjamin hak nafkah bagi mantan istri.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis. Penyajian ini
dilengkapi dengan tabel dan grafik jika diperlukan untuk memperjelas perbandingan dan
analisis. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan penelitian
dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan

hukum yang lebih baik dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Nafkah Pasca Talak
1. Konsep Nafkah Pasca Talak dalam Hukum Islam

Nafkah pasca talak merupakan isu krusial dalam hukum keluarga Islam yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri setelah perceraian (Zuhdi et al.,
2024) (Kusmayanti et al., 2021). Dalam konteks ini, terdapat beberapa komponen penting
yang perlu dipahami, yaitu mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak (Ansari & Mutamakin,
2020; Kusumawardani & Pranoto, 2020).

Komponen Definisi Kewajiban Suami
, Pemberian yang diberikan suami kepada istriDiberikan sesuai kemampuan dan

Mut’ah . . .

setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan. kondisi istri.

Nafkah yang wajib diberikan selama masa iddah, Menyediakan ~ kebutuhan  pokok
Nafkah Iddah . ; . . .

yaitu periode menunggu setelah perceraian. (makanan, tempat tinggal, pakaian).

Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhanAyah bertanggung jawab l.m.tuk nafkah
Nafkah Anak . nak, termasuk  pendidikan

anak setelah perceraian.

kesehatan.

Mut’ah berfungsi sebagai bentuk penghargaan dan dukungan moral bagi istri yang
telah bercerai. Dalam hal ini, besaran mut’ah tidak ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an,
tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi istri. Nafkah iddah, di sisi lain,
merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah, yang biasanya
berlangsung selama tiga siklus haid atau tiga bulan. Selama periode ini, suami diharapkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok istri (Ariyani & Patimah, 2021; Ridwan, 2018).

Nafkah anak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua, di mana
ayah biasanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak, termasuk biaya

pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian terjadi, hak
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anak untuk mendapatkan nafkah tetap harus dipenuhi (Ansari & Mutamakin, 2020; Alfitri,
2014)

Pandangan ulama klasik tentang nafkah pasca talak berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an
seperti QS. Al-Baqarah [2]: 241 dan QS. Ath-Thalaq [65]: 67, yang menegaskan kewajiban
suami untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikan selama masa iddah dan anak-
anak hasil pernikahan. Imam Al-Syafi’i, misalnya, berpendapat bahwa nafkah bagi istri
selama masa iddah hanya diberikan jika perceraian terjadi dalam bentuk talak raj’i (talak
yang masih bisa dirujuk). Dalam kasus talak ba’in (yang tidak bisa dirujuk), menurutnya,
istri tidak lagi berhak menerima nafkah kecuali dalam kondisi hamil (Hidayat, 2018).
Sementara itu, Imam Malik berpandangan bahwa istri tetap berhak atas nafkah selama masa
iddah, terlepas dari jenis talak, karena dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral suami
atas pernikahan yang telah berlangsung (Hidayat, 2018).

Imam Abu Hanifah memiliki pendekatan yang agak berbeda. Ia menekankan bahwa
nafkah selama iddah hanya berlaku bila istri dalam keadaan hamil, dan ia tidak mewajibkan
mut'ah (pemberian penghibur pascacerai) kecuali jika diminta oleh pihak istti. Namun,
Imam Ahmad bin Hanbal lebih fleksibel dalam hal ini dan menganjurkan pemberian wut'ah
sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan yang telah diceraikan, dengan dasar ayat
Al-Baqgarah [2]: 236—-237. Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat
kesepakatan umum bahwa nafkah merupakan kewajiban pascatalak, rincian pelaksanaannya
sangat bergantung pada metode istinbath hukum dan kepekaan sosial masing-masing
mazhab (Maulida & Busyro, 2018).

Ulama kontemporer membawa pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif
terhadap dinamika sosial modern dalam membahas natkah pasca talak. Mereka tidak hanya
merujuk pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan
ketimpangan gender yang kerap dialami perempuan setelah perceraian. Yusuf al-Qaradawi,
misalnya, menekankan bahwa tujuan utama dari syariat adalah keadilan (a/-‘adalab) dan
kemaslahatan (a/-mashlababh), termasuk dalam urusan keluarga. Ia berpandangan bahwa
nafkah pasca talak harus diberikan secara adil, termasuk dalam bentuk mut'ah sebagai
kompensasi emosional dan material bagi perempuan yang diceraikan, terutama jika
petceraian terjadi secara sepihak (Mukhamad Suharto, 2020).

Pemikir hukum Islam kontemporer lain seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im
mendorong reinterpretasi hukum keluarga Islam yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip

hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Asman, 2021; Yani, 2024). Dalam kerangka itu,
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pemberian natkah pasca talak tidak bisa dilihat semata dari kewajiban literal teks-teks klasik,
melainkan dari sudut keadilan substantif . Ia berargumen bahwa perempuan pascacerai
kerap menjadi pihak paling rentan secara ekonomi, terutama di masyarakat yang masih
menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam perkawinan. Karena itu,
perlindungan hukum atas nafkah harus menjadi bagian dari komitmen negara terhadap
keadilan sosial (Adelia & Cherry Juli Rizhal, 2024).

Di Indonesia, tokoh-tokoh seperti Musdah Mulia turut mendorong revisi terhadap
Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar lebih memperhatikan hak-hak ekonomi perempuan
pascatalak. Ia menyoroti bahwa banyak perempuan ditinggalkan tanpa kepastian hukum
dan nafkah, sementara instrumen hukum yang ada masih lemah dalam penegakan. Musdah
mengusulkan agar lembaga pengadilan lebih proaktif menjamin eksekusi putusan nafkah
dan agar negara hadir melalui regulasi yang berpihak pada keadilan bagi perempuan dan
anak-anak korban perceraian. Pendekatan para ulama kontemporer ini menunjukkan
pergeseran dari hukum yang kaku menuju pendekatan hukum Islam yang lebih etis,

empatik, dan berbasis pada realitas sosial (Mulia, 2018).

2. Regulasi Nasional Terkait Nafkah Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
di Indonesia mengatur tentang hak dan kewajiban nafkah pasca perceraian. KHI mengatur
bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah dan memberikan
mut’ah sebagai bentuk penghargaan. Namun, dalam praktiknya, implementasi ketentuan ini

sering kali tidak konsisten, dan banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang

layak.
Regulasi Ketentuan Terkait Nafkah Pasca Perceraian
KHI Suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah

dan mut’ah.

Menckankan perlindungan hak-hak perempuan dan

Undang-Undang Perkawinan anak dalam perceraian.

Meskipun KHI dan Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum yang
jelas, masih terdapat kelemahan dalam regulasi yang membuat banyak perempuan kesulitan
untuk menuntut hak-hak mereka. Proses hukum yang panjang dan biaya yang tinggi sering
kali menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan nafkah yang seharusnya

mereka terima.
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Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memutuskan hak nafkah pasca
perceraian. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam dan
memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, sering kali
terdapat tantangan dalam proses pengadilan, seperti kurangnya pemahaman tentang hak-
hak perempuan dan anak, serta adanya bias gender yang dapat mempengaruhi keputusan.
Meskipun terdapat regulasi yang mengatur nafkah pasca perceraian, masih terdapat
kelemahan dan kekosongan hukum yang perlu dievaluasi (Yuliani et al., 2024). Beberapa
masalah yang sering muncul antara lain: 1). Proses Hukum yang Rumit: Banyak perempuan
yang tidak memiliki pengetahuan atau akses terhadap proses hukum, sehingga mereka
kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka.; 2). Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun
ada ketentuan hukum, penegakan hak-hak nafkah sering kali tidak konsisten, dan banyak
perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak; 3). Stigma Sosial: Stigma yang

melekat pada perempuan yang bercerai sering kali menghambat mereka

Faktor yang Menyebabkan Ketimpangan Ekonomi bagi Perempuan Pasca Talak

Ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan pasca talak merupakan isu yang
kompleks dan multidimensional. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap
ketimpangan ini adalah ketergantungan ekonomi yang tinggi pada pasangan selama masa
pernikahan. Banyak perempuan yang memilih untuk tidak bekerja atau mengurangi jam
kerja mereka demi mengurus rumah tangga dan anak-anak. Ketika perceraian terjadi,
mereka mendapati diri mereka tidak memiliki keterampilan atau pengalaman kerja yang
memadai untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini menciptakan kesenjangan yang
signifikan dalam pendapatan dan kemandirian finansial (Noeralamsyah, 2023).

Faktor lain yang berperan adalah stigma sosial yang melekat pada perempuan yang
bercerai. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, perceraian sering kali dipandang
negatif. Perempuan yang bercerai sering kali menghadapi penilaian dari masyarakat, yang
dapat menghambat mereka dalam mencari pekerjaan atau membangun jaringan sosial yang
mendukung. Stigma ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental mereka, tetapi juga
mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga
memperburuk kondisi ekonomi mereka (Rahmadana & Ahmad, 2022).

Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi faktor penting.
Banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi atau

pelatthan keterampilan setelah perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan,
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termasuk tanggung jawab pengasuhan anak dan kurangnya dukungan finansial. Tanpa
pendidikan dan keterampilan yang memadai, perempuan kesulitan untuk bersaing di pasar
kerja, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan ekonomi yang mereka alami.

Kondisi hukum yang ada juga berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi.
Meskipun ada peraturan yang mengatur hak nafkah bagi mantan istri, implementasinya
sering kali tidak konsisten. Banyak perempuan yang tidak mendapatkan nafkah yang layak
setelah perceraian, baik karena mantan suami tidak memenuhi kewajiban mereka atau
karena proses hukum yang rumit dan memakan waktu. Ketidakpastian ini menciptakan
ketidakstabilan finansial yang berkepanjangan bagi perempuan, yang sering kali harus
berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, kurangnya dukungan sosial dan jaringan komunitas juga menjadi faktor
yang signifikan. Banyak perempuan yang bercerai merasa terisolasi dan tidak memiliki akses
ke sumber daya yang dapat membantu mereka dalam transisi pasca perceraian. Jaringan
sosial yang kuat dapat memberikan dukungan emosional dan praktis, tetapi ketika
perempuan merasa terputus dari komunitas mereka, mereka lebih rentan terhadap kesulitan
ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun jaringan dukungan yang inklusif
bagi perempuan pasca talak.

Faktor-faktor ekonomi makro juga tidak dapat diabaikan. Krisis ekonomi, inflasi, dan
ketidakpastian pasar kerja dapat memperburuk kondisi perempuan pasca talak. Dalam
situasi ekonomi yang sulit, perempuan sering kali menjadi yang paling terdampak, karena
mereka mungkin tidak memiliki cadangan finansial atau akses ke pekerjaan yang stabil.
Ketidakpastian ini menambah beban yang sudah mereka hadapi, menciptakan siklus
kemiskinan yang sulit untuk diputus (Sumiati, 2023).

Perubahan dalam struktur keluarga dan peran gender juga berkontribusi terhadap
ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma tradisional
sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika
perempuan berusaha untuk mandiri secara finansial, mereka sering kali menghadapi
tantangan dari norma-norma sosial yang mengharapkan mereka untuk tetap berada dalam
peran tradisional sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini menciptakan konflik internal dan
eksternal yang dapat menghambat kemajuan mereka.

Kondisi kesehatan mental juga menjadi faktor yang sering kali diabaikan. Perempuan
yang mengalami perceraian sering kali menghadapi stres, depresi, dan kecemasan yang

dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berfungsi secara optimal.
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Kesehatan mental yang buruk dapat mengurangi produktivitas dan motivasi, sehingga
memperburuk ketimpangan ekonomi yang mereka alami (Putri et al., 2015). Oleh karena
itu, penting untuk memberikan dukungan kesehatan mental yang memadai bagi perempuan
pasca talak.

Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak hukum perempuan juga
menjadi faktor yang signifikan. Banyak perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka
terkait nafkah dan perlindungan hukum setelah perceraian. Ketidaktahuan ini dapat
mengakibatkan mereka tidak menuntut hak-hak tersebut, sehingga memperburuk kondisi
ekonomi mereka. Edukasi dan penyuluhan tentang hak-hak hukum sangat penting untuk
memberdayakan perempuan dan membantu mereka mengambil langkah-langkah yang

diperlukan untuk memperbaiki situasi mereka.

Perbaikan Hukum untuk Memberikan Perlindungan yang Lebih Baik bagi
Perempuan

Hukum yang mengatur hak nafkah bagi perempuan pasca talak di Indonesia perlu
diperbaiki untuk menciptakan keadilan dan perlindungan yang lebih baik. Salah satu
langkah awal yang dapat diambil adalah dengan memperjelas dan memperkuat ketentuan
mengenai kewajiban nafkah mantan suami. Saat ini, banyak perempuan yang tidak
mendapatkan nafkah yang layak setelah perceraian, baik karena mantan suami tidak
memenuhi kewajiban atau karena proses hukum yang rumit. Dengan memperjelas
ketentuan hukum dan memberikan sanksi yang tegas bagi mantan suami yang tidak
memenuhi kewajiban nafkah, diharapkan perempuan dapat lebih terlindungi (Latupono,
2021).

Penting juga untuk mengadopsi pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan
perempuan. Hukum yang ada sering kali tidak mempertimbangkan kondisi sosial dan
ekonomi perempuan pasca talak. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam peraturan
yang mengatur nafkah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lama pernikahan,
kontribusi perempuan dalam rumah tangga, dan kondisi ekonomi masing-masing pihak.
Dengan cara ini, hukum dapat lebih adil dan mencerminkan realitas yang dihadapi oleh
perempuan.

Selain itu, akses terhadap keadilan harus ditingkatkan. Banyak perempuan yang
mengalami kesulitan dalam mengajukan tuntutan nafkah karena proses hukum yang

panjang dan biaya yang tinggi, perlu ada reformasi dalam sistem peradilan untuk
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mempermudah akses bagi perempuan. Misalnya, pengenalan layanan hukum gratis atau
subsidi bagi perempuan yang tidak mampu dapat membantu mereka untuk menuntut hak-
hak mereka. Dengan memberikan akses yang lebih baik, perempuan akan lebih berdaya
untuk memperjuangkan hak nafkah mereka.

Pendidikan dan penyuluhan tentang hak-hak hukum juga sangat penting. Banyak
perempuan yang tidak mengetahui hak-hak mereka terkait natkah pasca talak, program-
program edukasi yang menjelaskan hak-hak hukum perempuan dan prosedur yang harus
diikuti untuk menuntut nafkah perlu diperkenalkan. Dengan meningkatkan kesadaran akan
hak-hak mereka, perempuan akan lebih siap untuk mengambil langkah-langkah yang
diperlukan untuk melindungi diri mereka. (Faizah, 2021)

Reformasi hukum juga harus mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental
perempuan pasca talak. Banyak perempuan yang mengalami stres dan depresi setelah
perceraian, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bekerja dan berfungsi
secara optimal, penting untuk memasukkan aspek kesehatan mental dalam kebijakan
hukum yang ada. Misalnya, menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi
perempuan yang mengalami perceraian dapat membantu mereka pulih dan kembali mandiri
secara finansial.

Penguatan jaringan dukungan sosial juga menjadi bagian penting dari perbaikan
hukum. Hukum dapat mendorong pembentukan komunitas atau organisasi yang
memberikan dukungan bagi perempuan pasca talak. Dengan adanya jaringan dukungan
yang kuat, perempuan dapat merasa lebih terhubung dan memiliki akses ke sumber daya
yang dapat membantu mereka dalam transisi pasca perceraian. Hal ini juga dapat
mengurangi stigma sosial yang sering kali dihadapi oleh perempuan yang bercerai.

Penting untuk melibatkan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Suara
perempuan harus didengar dalam diskusi mengenai reformasi hukum yang berkaitan
dengan perceraian dan nafkah. Dengan melibatkan perempuan dalam proses ini, kebijakan
yang dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Ini juga akan
memberikan rasa kepemilikan dan memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi aktif
dalam perubahan yang mereka inginkan (Nurisman, 2024).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat
penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan pasca talak.
Dengan bekerja sama, berbagai pihak dapat mengembangkan program-program yang

memberikan pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan, dan dukungan finansial bagi
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perempuan. Kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk membantu
perempuan bangkit dari ketimpangan ekonomi yang mereka alami.

Langkah-langkah perbaikan hukum yang komprehensif dan responsif, diharapkan
perempuan pasca talak dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dan kesempatan
untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Reformasi hukum bukan hanya tentang
mengubah peraturan, tetapi juga tentang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi

perempuan yang telah mengalami tantangan besar dalam hidup mereka.

KESIMPULAN

Nafkah pasca talak terdiri dari mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, yang masing-
masing memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak setelah
perceraian. Meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, implementasi hukum ini masih
menghadapi berbagai tantangan, termasuk proses hukum yang rumit, kurangnya penegakan
hukum, dan stigma sosial yang melekat pada perempuan yang bercerai. Perlindungan hak-
hak perempuan pasca talak, perlu adanya reformasi hukum yang lebih responsif dan
inklusif, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan. Hal ini mencakup
penyederhanaan proses hukum, peningkatan kesadaran hukum di kalangan perempuan, dan
penguatan peran pengadilan agama dalam menegakkan hak-hak nafkah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, analisis ini
lebih fokus pada aspek hukum dan regulasi, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial
dan budaya yang dapat mempengaruhi implementasi nafkah pasca talak. Kedua, penelitian
ini tidak mencakup perspektif dari berbagai daerah di Indonesia, yang mungkin memiliki
praktik dan tantangan yang berbeda terkait nafkah pasca perceraian. Ketiga, data yang
digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan mungkin tidak mencerminkan kondisi
terkini di lapangan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut pertama, Reformasi
Hukum: Perlu dilakukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memperkuat
perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk penegakan sanksi
bagi mantan suami yang tidak memenuhi kewajiban nafkah. Kedna, Pendidikan Hukum:
Meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan hukum bagi perempuan mengenai hak-
hak mereka pasca perceraian, serta prosedur hukum yang harus diikuti untuk menuntut

nafkah. ketiga, Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup
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perspektif sosial dan budaya, serta studi kasus di berbagai daerah untuk memahami

dinamika nafkah pasca talak secara lebih mendalam.
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